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PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

®

NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG,

bahwa dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2005, maka Peraturan Daerah termaksud
perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Peraturan Daerah
Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2005;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3312 Jo. Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3569);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3688);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
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Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bandung (Lembaran negara Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3358);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4021);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989
tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan
Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom,;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok dab
Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis
(Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2005 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;

Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung tanggal 20
Oktober 2005 mengenai Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 02 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2005.



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2005

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2005
1.059.639.014.159,00 bertambah sejumlah Rp. 20.264.439.662,00

Rp.

Pasal 1

Rp. 1.079.903.453.821,00.

(2) Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja Tahun Anggaran

Rp.

Rp. 1.157.011.927.060,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.

Belanja Aparatur sebelum perubahan ................................
Berkurang ...

Belanja Aparatur setelah perubahan ..........................c
Belanja Pelayanan Publik sebelum perubahan ......................

Berkurang .........ccoviiiiii
Belanja Pelayanan Publik setelah Perubahan ........................
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebelum perubahan ..
Bertambah ...
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan setelah perubahan ...
Belanja Tidak Tersangka sebelum perubahan .......................
Bertambah ........ ..o

Belanja Tidak Tersangka setelah perubahan .........................

2005
1.127.019.510.088,00 bertambah sejumlah Rp. 29.992.416.972,00

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

semula berjumlah
sehingga menjadi

semula  berjumlah
sehingga menjadi

436.386593.089,00
(13.145.266.798,00)

423.241.326.291,00
606.803.141.499,00

(16.517.813.730,00)
590.285.327.769,00
82.079.775.500,00
29.593.497.500,00
111.673.273.000,00
1.750.000.000,00
30.602.000.000,00

31.812.000.000,00

(3) Ringkasan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2005 setelah perubahan adalah sebagai berikut :

a.

Penerimaan Pembiayaan sebelum perubahan ........................
Bertambah ...
Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan .........................
Pengeluaran Pembiayaan sebelum perubahan .......................
Bertambah ...

Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan ........................

101.870.495.929,23
34.099.791.120,07
135.970.287.049,30
34.490.000.000,23
24.371.813.810,07

58.861.813.810,30



2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatam dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Lampiran I Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintah dan Unit Organisasi
Perangkat Daerah;

4. Lampiran [V Daftar Jumlah Pegawai per-Golongan dan per-Jabatan;

5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah;

6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah;

7.  Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;

8. Lampiran VIII  Daftar Aktiva Tetap Daerah; dan

9. Lampiran [X Daftar Dana Cadangan.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung
pada tanggal 21 Oktober 2005

WALIKOTA BANDUNG,
TTD
DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 21 Oktober 2005

SUPARMAN, SH
fbina Utama Muda
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